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Perpustakaan Unik

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 184/MENKES/PER/1I/1995
| TENTANG
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN
IZIN KERJA APOTEKER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Mentmbang : o bahwa pendavagunaan fenaga apoteker dalam rangka me-
nunjang pelavanan Kesehalan kepada masvarakat me-
rupakan bagian dan upaya pembangunan Kesehatan;

b. ' bahwa pelaksanaan masa bakti dan 1zin kerja apoteker yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No-
mor 1S7TMENKES/Per/111/199) dan peraturan lainnya,
peclu. ditinjau-kembali Karena tidak sesuar lagi dengan
kebijaksanaan pendayagunaan apoteker;

¢. bahwa schubungan dengan burufadan b di atas dipandang
perlu ditetapkan. kembali Peraturan Menteri Kesehatan

' tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan 1zin Kerja Apoteker,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1961 tentang Wajib Kerja
Sarjana (Lembaran Nepara Tahun 1961 Nomor 207, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 2270

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Reschatan

tJ
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(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 3495):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa
Baktt dun 1zin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomwor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3422) '

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 118/MENKES! PER’

V776 icntang Penvesuaian Pengetahuan Sarjana Warga

Negara Indonesia didikan Luar Negeri untuk melakukan

pckerjaan di Indonesin;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 207/MENKES/ PER/
V/1983 tentang Penvesuaian Pengetahuan Prakus Tenaga
Apotcker Warga-Negara.lndonesia tamatan Luar Negeri
untuk melakukan pekerjaan Apoteker di Indonesia;

Ia

MEMUTUSKAN:

Menctapkan  :  PERATURAN MENTER] KESEHATAN REPUBLIK IN-
DONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI
DAN 1ZIN KERJA APOTEKER.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri iny yang dimaksud dengan ©

a. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang tclab-fulus scbagai Apoteker dan tclah
mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

b. Surat Penugasan (SP) adalah surat vang mcmberikan kewcenangan kepada
Apoteker untuk melakukan pekerjaan Kefarmiasian,

c. Surat lzin Apotik (SIA) adalah surat izin pendinan apotik yang diberikan olch
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

d. Masa Bakti adalah masa pengahdian prolesi apotcker dalam menjalankan tugas
yang diberikan oleh Pemerintah pada sualu sarana pelayanan Keschatan,
pendidikan dan penelitian.
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¢.  Sarana Keschatin adalah tempat yang digunakan untuk menyclengparakan
upaya keschatan antara lain @ sarana produksi, sarana distribusi dan sarana
pelayanan. ' 1

f.  Program Keschatan adalah suatu kegiatan pembangunan keschatan yang bersitat

menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber vang terintegrasi, dilak-

sanakan sccara berkesinambungan dengan penjadwalan wakiu yang jelas guna

mencapai ljuan. '

Visum adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang krabsahan Apoteker

bekerja melaksanakan tugas keprofesiannya pada sarana kesehatan.

h.  Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Keschatan Provinsi.

t.  Dircktur Jenderal adalah Direktur Jeaderal Pengawasan Obat dan Makanan.

1. Mentert adalah Meateri Keschatan Republik Indonesia.

s

BAB 11
PELAPORAN

T 29 S
(I) Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan laporan sccara tertulis kepada
Menteri dalam hal ini Birg Kepegawaian, yang berisikan daftar apotcker yang
baru lulus, selambat-tambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikannya yjazah asli.
(2) Bentuk dan 1s1 laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada
Lampiran I peraturan int.

Pasal 3

(1) Apoteker vang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib
melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut pada Lampiran 11 peraturan
imi yang diszmpaikan melalui Kanwil sctempat dimana institust pendidikan
berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah mencrima ijazah ash.

(2) Kepada apotcker sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan tanda buku
pelaparan seperti tersebut pada Lampiran 1 peraturan ni.

(3) Kanwil meneruskan herkas pelaporan tersebut kepada Menteri, dalam hal ini
Biro Kepegawainn selambat-limbatnya 2 (dua) minggu sclelah persyaratan
dilengkapi.
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Pasal 4

(1) Apotcker lulusan Perguruan Tingei Luar Negeri wajib melaporkan dirl kepada
Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.

(2) Apoteker scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti
penyesuaian pengetahuaa prakus, yang diajukan olch Biro Kepegawaian kepada
Dircktur Jendcral. s . _

(3) Pcnyesualan pengetakoan prakls dilaksanakan scsuar cengan ketentuan
peraturan per-undang -umlangan yang berlaku.

(4) Dalam waktu sclambat-lambataya 1 (satu) bulan setclak selesat melaksanakan
Penycsuaian pengetaluan praklis scbagaimana dimaksued pada ayat (3),
Apoteker wajib melapor hepada Direkiur Jendceral. )

(5) Direktur Jenderal memberikan Sural Keterangan Sclesai Mclaksanakan
Penycsuaian Pengetshuan Praktis kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) scperli terscbul pada Lampiran IV peraturan ini.

Pasal §

(1) Apoteker yang telah melengkapi persyaratan administrasi pelaporan dan telah
ditetapkan untuk melaksanakan masa bakt diberi Surat Penugasan oleh Biro
Kepegawaian dengan tembusan Direktorat Jenderal POM.

(2) Surat Penugasarr (SP) schagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
selamanya.

(3) Bentuk dan isi Surat Penugasan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
seperti tersebut pada lampiran.V peraturan ini.

BAB 111
MASA BAKTI

BAGIAN PERTAMA

Penyebaran

Pasal 6

" Penycbaran apoteker divtamakan untuk memenuhi kebutehan program Keschatan
dalam ramgka pemerataan pelavanan keschatan.
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(1)

@]

-

i)

Pusal 7

Pemenuhan Kehutuhan apoteker untuX program kezchatan ditetapian dengan
urutan prioritas schagnr berixet

a. Soarana heschainn Pomeninlah

D Sorane Imnean, sevce VL ol tan

Pada angea by hural aomchput e cilhan proegen keschatun dilingrungan
Depaniemion Kesehawin, Depariomen Pendidienan & RKebudon o dan

AN AN ABRR]
Pomoauten hebuluhan apolerer Pl satafthosc i Sebagamminng Gt s

aval (1 hurel b odiciapian schagnrberikut

A, lnstans Pemerinbih selain dimaksud o avat (2):

b.  Sarana kesehatan milik BUMN-BUMD:

¢ Industs Pabrikoebat daa kosmeuk Berskada kecil non PMDNRM AL
doo Induesin keait obat Tradistonal;

c. Apobk yang berlokast di luar kol kedvadihukota Provinst,

. Rumah Sakit Swasta di Juar Ihukota Propinsi; '

Pendidikan Tinggi dan Menengah Swasta sebagai Stal Pengajar di bidang

3

[armasi;

BAGIAN KEDUA
Pengojuan Kebutuhan
Paxal 8
Penangginar pawab programe Reschatan dan atau PEMPIGAN  instins s
moenyesun rencana kebutuhan apoteker untuk jangka wakiu 3 (uga) tahue

Rencana Aebutuhan program Kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (13
dixampathan Kepada Menteri dalam hal ot Bire Kepegawaian melalui Kanios
Wilivah Departemen Keschatan setempat,

v ]
T




(1)

(1)

(2)

(1)

(2)
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BAGLAN KETIGA

Pendayagunaan

Pasal 9

i
Peadavagunaan apoleker pada <arans keschatin, unit organik dalam lingkungan
Deparicmen Kesehaian, Dinas Keschatan Pemenistah Dacrah dilaRsanakan oleh
dan menjadi tanggung jawab Departenier Keschatan,
Pendasagunaan Iebih tanjut pada sarany heschatan ate lokast Kerja ditetaphan
oich Kanwil sctempat sesuai dengan keteniuan vang berlaku,
Pendavagunaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkunpan Angkatan Bersenjata
Repubhik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudavaan dilakukan
oleh Departemien vang bersangkutin.

Pasal 10

Pendayvagunaan apoteker bukan pada pelavanan Keschatan oleh instans: pe-
mierintah selain dymaksud pada pasal 9 avat (3) menjadt tanggung jawab inst-
ansiyanyg bersangkutan setelah mendapat persete;uun dazt Departemen Kesehat-
an.

Pendavagunaan apoteker pada sekior swastay dilaksanakan oleh Departemen
Kesehatan sctelah mendapat pertimbangan dari Kanwil setempat scbagaimana
dimaksud pada Lampiran V1 peraturan ini.

BAGIAN KEEMPAT

Jenils Kepegawaian _ .

Pasal 11

Apoteker yang bekerja dalam rangka pcl.;aksnnaan masa bakt di scktor
Pemerintah, jenis kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen
Kesehatan kecuali apoteker sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan
pasal 10 peraturan ini.

ApoteKer yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti di sektor swasta,
berkedudukan sebagai karyawan swasta.



BAGIAN KELIMA
Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 12 :

(1) Pelakcararz masa bakti ditetapkan mer - 0 pormhacnn \n[:l_\-:{h penempaiag

valte

a0 3 qncastahon hapr vanye Jiiempats Vodag bevs it fholevsy Proaeee
dioluar Pelae Jawa '

b 2 (durd ahun bag yang ditempats - ~or e selin Thuboty Propans:

Apoivhos comgwanh melnrsanohan s o L sl
& Apatneor vanye belum melaksanakhes gtoacbail

b Apsikar lulusan Pergurwan Tiego Teas Negeni vang telah selesa

Sclama muasa bakt, Kanwil dapat meagadakian mutisi apoteker di dalum
Provinsi yveng bersangkutan sesuai dengan betenivan vang berlaku,

Mutast apoieker antar Propinst dilaksaesian olch Menteri sesual denean

kelente .o - a0 e boriaku.

BAGIAN KEENAM
Pengembangan Karir

Pasal 13

Sctelah menvelesatkan masa bakti, apoleker. PNS dapat mengembangkan
Karirnya pada jabatan struktural, jabatan {ungsional atau mclanjutkan pen-
didikan aieu bekerja pada sarana Keschatan swask, .

Bagi apoteker vang telah menyelesaikan masa baku pusda sarana Keschatan
swasta, capat mengembangkan kariernya pada sarana keschatan lainnya.
Untuk dapzt menduduks jenjang jabatan fungsional apoteker harus memenuhi
persvaraasn vang ditentukan untuk jabatan fungsional yanyg dimaksud.

Untuk dapzt mclanjutkan pendidikan, apotcker harus memenuhs Kelentuan yang
berkiku.

Apotcker wang telah menyelesaikan masa bakti diberikan Surat Keterangan
Telah Sclesai Melaksanakan Masa Bakti seperti tersebut pada limpiran VI

peraturin o
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BAB IV
IZIN KERJA

Pasal 14
(1) Apotcker yang bekerja pada sarana keschitan mihk swasta wapb memihki Izin
kerja. )

(2) Bentuk 1zin Kerja sebagaimana dimuaksud ayat (1) berupa :

Surat Izin Apotik (SIA) bagi Apoteker Pengelola apotik.

b. Visum bagi apoteker yang mclakukan pckerjaan kefarmasian sebagai
‘Apoteker Pendamping atoe Apcteber pengganti balk solama tospul seiciai
sclesar masa bakt.

c. Visum bagi apolcker yang melakukan pekeraan kefarmasian pada sarana
keschatan swasta sctelah selesar melaksanakan masa bakut.

(3) Bentuk Visum adalah seperti terscbut pada lampiran VIII peraturan ini.

(4) Bagi apotcker yang bekerja pada sarana Keschatan swasts didalam rangks
pelaksanaan masa bakti tidak diperlukan Visum.

Pasal 15
Untuk memperoleh Surat Izin Apotik (SIA) sebagaimana, dimaKsud dufone v
14 ayat (2) huruf a, apotcker harus memiliki Sural Peaugasanidan peras caan

lainnya scsuai peraturan perundang-undangan yang berlfaku,

Pasal 16

(1) Visum bagi dpotcker scbagaimanh'dimaksud dalam pasal 14 avat 2 hurul b
dan ¢ diberikan olch kanwil atas permohonan apolcker yang bersangkutan dan
diketahui olch Apoteker Pengelola Apotik atau Pimpinan sarana kesehatan
dimana yvang bersangkutan bekerja,

(2) Permohonan untuk visum harus melampirkan :

a. Pernyataan Kesedioan apoteker untuk melakukan pekerjaan Ketarmasian
pada sarana Keschatan tersebut;
b. Surat Penugasan (SP):
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(1)

(=)

(1)

(1)

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAVWASAN

|
: Pasal 17

Apoteker sclama menjalankan tugasprofesinya waph menaat semua peraturan
perundang-undangan dan hebyakan yang diteiapkan olth Pemerintah.
Apoteker sclama menjaianwan tugas profesinva wapb mentngkatkan penge-
tihuan protesionalnya,

Pasal 18

Apateker dilarang

a. Mcelakukan perbuatan yvang bertentangan dengan kode euk apoteker,

b, Menjalankan profesiaya di luar tempat yang-tercantum dalam Visum atau
Surat 1zin Apotik (S1A),

¢.  Mcenjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohant yangterzanggv;

J. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi apoteker,

Apoteker vang melangurar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diben
peringatan dan atau pencabutan Visum atau Surat 1zin Apotik (SIA).

Pasal 19

Kanwil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apotcker yvang
bekerja di wilavah kerjanya mengikutsertakan orgamisasi prolesi yang ber-
sangkutan melalui pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun,

Kanwil atau organisasi profesi schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memberikan peringatan hsan atau tertuhis kepada apoteker yang melakukan
pelanggaran. -

Apoteker vang telah tiga kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya
perbaikan, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan Visum
atau Surat Izin Apotik (S1A) kepada Kanwil.

LU'sul pencabutan Visum atau Surat [zin Apotik (SIA) sebagaimana dimaksud
padi ayal (3) diatas discrtai dengan berita acara pemeriksaan,

Scteluh diherikan tiga kabi peringatan, maka Kanwil setempat dapat melak-
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(H)

2)

sanakan pencabutan Visem ot Serat Izin Apotik (S1A).

Pa~al 20

4
ek Koo tetlebsr Cer s merppcrRathan portictangan danomingelis yang

~

sorcetum beputusan poncztuian Visom slee Soeal Lo Ancebh oSIAG ditetapkan

tmenanyant disiphin Teraga Kesenatn,
Poitimbangean schagmimana damakhscd poda avat (1 dsampaihan repada Kanwil

i dengan bonle alara pemenksaan,

Puasal 21
Surat keputusan pencabutan Visum 2tau Surat Tzin Apouk (SlA) disumpaikan
kepada apoteker vang bersangkutan datam wakiu selambat-lambutnyva 14 (empat
belas) hart setelah diterimarya pertimbangan schagaimana dimaksud pada pasal
20.
Dalm surnt Keputusansdisebutkan lamanya jangka wakiu pencabutan Visum
atau Surat Izin Apons (SEAY
Apabila Keputusan dimateud dalam ayat (1) wdak dapuet diterima, yang
bersangkutan dapat-mengnjukan keberatan pada Mentert dalam waktu 14 (empat
belas) hari sctelah Keputusan diterima.

Pasal 22
Kanwil melaporkan setizp pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA)
aepada Menterr.
Laporan schagaimana dimaksud pada ayar (1) dilampiri dengan berita acara
pemerniksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 23

1) Terhadap apoteker vang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran

schagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

2. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA)

Perpustakaan Unik
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sclanu-lamanya 3 (liga) bulan;
b.  Untuk pelanggaran sedang, pencabulan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA)
sclama-lamanya 6 (¢cnam) bulan;
¢ Urtuk pelanggaran berat, pencabutan Visum atav Suzat Izin Apotik (SIA)
sciama-famartya 1 (saw) tahun.
2% Penctapan peianggaran St’h.’iix_‘:.’iiﬂ‘l.’lnﬂ dimaksud oo Cobev e an atas mot!

serla stuast sctempat,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Dengan berlakunva peraturan ini, apoteker yang telah moendapat surat keputusan
pelaksanaan Wapb Kerpa Sarjana (WKS) tetap berlaku sampai dengan sclesainya
pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana dan dianggap sebagai pelaksanazan masa bakti.

Pasal 25

(1) Surat {zin Kerja Scmentara (SIKS) dan Surat lzia Kerga (SIK) vang telah
diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan
masih tetap berlaku sebagai Surat Penugasan (SP)

(2} Apoteker vang telah mendapat Surat Izin Kerja (SIK) berdasarkan Peraturan
Mentert Keschatan RT Nomor 187/Menkes/Perf111/1991 dinyatakan tetap ber-
laku dan dianggap.sebagai telah memperoleh Visum. :

(3) Surat Izin Kerjn (SIK) scbagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan
Menteni Kesehatan RENomor 918/Menkes/PerdX/1993 tentang Pedagang Besar
Farmasi dan Peraturan Menteri Kesebatan Rl Nomor 922/Menkes/Per/X/1993
tentang Ketentuan Don Tata Cara Pemberian [zin Apotik adalah sama dengan

surat Penugasan (SP).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 26

Dengan berlakunva Peraturan ini maka Peraturan Menten Keschatan RT Nomor
IN7T/MENKES Per/if171991  tentang  Pelaksanaan Mase Bakti dan lzin Kerja
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Apoteker dan Peraturan Mentent Keschatun RI Nomor 839/Menkes/Per/1/71993
tentang Perubahan stas Peraturan Mentert Keschatan KT Nomor 187MENKES
PerAll71991 tertang Peiaheanaan Masa Bakt dan 1zin Kerpre Apoteher dinvatahan
tdak berlare o0

Pasal 27
Poersturan ar - Lo borlaia pada tangeal dilelaplan.

ACar Scliap crane menccihuinyia, memenniahios aeec oo ancen juiaidran 1

dengan peneeacane s el Beritn Negase Repebhhik [ndonesiie
Ditctapkan di Jakarta
pada tanysnl 17 PEBRUARI 1995

MENFERI KESEHATAN RL

Prol-ddr. SEUJUDI
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Lampiran | Peraturan Menteri Kesehatas Rl
Nomur D IS4/MENKES/PER/IN 1995
Tangce! 1 17 Pebruan 1995

~

DAFTAR NAMA APOTERER
LULUSAN e
PERIODE TAHUN
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Lampiraan 11 Peraturan Mentert Keschatan R
Nomor ¢ ISINMENKES/PER/MTYYS
Tangeal : 17 Pebruan 1995

RELENGKAPAN f’ERSYARATAN PELAPORAN APOTEKER
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN
MENJALANKAN MASA BAKTI

A. CALON PEGAWAL NEGERIL-SIPIL.

1.

13

t

6.

~J

3.
9.

Surat permohonan/pelamaran pekerjaan dengan menycbutkan 3 (tiga)
Provinst pilihan.

Daftar riwaval hidup.

Surat perpyataan tidak pernah dihukum.

Surat pernyataan tidak pernah techbat cerakan yang menentanyg Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

Surat pernyviataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat.

Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon
Pegawal Negeri Sipil.

Surat pernyataan bersedia ditempatkan dissciuruh wilayah Ri

Sural pernvataan tidak berpactny pohittk,

Salinan‘foto copyijazah yang telah disahkan oleh Dekan Insotgr Perdidikan
Farmasi.

Bagi fulusan Perguruan Tinggr Swasta diperlukan pula pengesahan dari
Kopertis Wilavah setempat.

Surzt Kelerangan berkelakuan baik dan POLRI

. Serat Keterangan dJari Kantor Departemen Tenaga Kerja sctempit (AK-).

Surat keterangan schat darr dokter pemerintah.

. Surat Keterangan tdak buta warna dari dokter pemertintah.

. Pas toto ukuran 3 x 4 cm scbanyak 10 (sepuluh) lembar

4 X 6 cm schanyak 3 (tiga) lembar.

. Hasil penclitian kKhusus (Litsus).
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16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan tentang pengakuran
ijazah apoteker yvang bersangkutan, sederajat dengan ijazah perguruan tinggi

di Indonesta (bagi lulusan juar negeri).
t

B. ANGGOTA ABRI.

1. Salinan’copy ijazah vang telgh dilegalisir oleh Dekan Fahuluns Farmuasi Pim-

pinan institusi pendidiken farmasi (bagi Julusan Univensiies Nygerijatas
olch Koporus Wilavah setempat (bags Julusan Unsvorsiles Swisls deneaen
- t - ~

status disamakan).

r

Daltar riwayat hidup.

)

Surat keputusan pengangkatan sebagar anggota ABRI
4. Pas foto ukuran 3 x < ¢m sebanvak L (satu) fembar.

4 x 6 cm schbanyak 3 (tiga) lembar.

C. KARYAWAN SWASTA.

1. Sural permohonan/pelamaran pekerjaan.
2. Daftar riwavat hidup.
3. Salinan/copy 1jazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Farmasi/Pim-

pinan institusi pendidikan farmasi (bagi lulusan Universitas Negeri) atau
oleh Kopertis Wilayah setempat (bagi lulusan Universitas Swasta dengan

status disamakan).
4. Surat Keterangan berkelakuan baik-dari POLRI

S
6. Surat Kelerangan schal dari dokter pemerintah.
7. Surat Keterangan tidak buta-wama dari dokter pemerintah
§. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
4 x 6 cm scbanyak 3 (1iga) lembar.
Keterangan :

— Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) kecuali pas toto.
— Ditulis dengan huru! cetakbalok tinta hitam/vulpen.
— Nama, tanggal lahir harus sama dengan nama dan tangyal

ijazah.

Surat Keterangan dar Kantor Departemen Tenaga Kerja'setempat (AK-1).

Lthir pada
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Lampiran 11 Peraturan Menteri Keschatan R1 perpustakaan unik
Nomor D ISEMENKES/PER/II/IY9S

Tanugal  © 17 Pebruan 1993

DEFARTEMEN KESEHATAN
Kt URLIK INDONESEA

StRAT BUKTL LAPOR

NONOIR

Yang bertandatangan di b atase Kepala Kantor \Wilayah Departemen

Keschatan Proninsi ... o .. 4. L. AN menerangkan bahwa -
Nama o JAF s g5 e W WM SR
Alamar ruminh | [ | . i SO
Lulusan

oG fomreity VLI ORI B OO
Telah mcizporkan dimcd: Kantor kami pada taagenl 8l
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Lampiran IV Peraturan Mcenteri Keschatan Rl
Nomor : 184/MENKES/PER/I1 1945
Tanggal @ 17 Pcbruan 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

N OITIOT 5 o e eeeeeeveeeae e reees

Yang bertandatingan b bawah inic Dircktur Jeaderal Pengawasan Obat dan
Makanan Deperivmen Kesthadan rieacrangkan bahwa
Nama R R . S T . S
Lulusan o R e e

S o~ WL R
Alnmat Do YUY LR L B
Teloh sclesor moenpalankan penvesenian pengetahuan praktis pada Departemen
Keschatun R

TR, g

Direktur Jenderal
Pengawasan Obal dan Makanan DEPKES
NIP e
TEMBUSAN kepada Yith,
. Kepala Biro Kepegawaian Sejen Depkes,
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‘Lampiran V' Peraturan Menteri Keschatan Rl
Nomor © 134 MENKES/PER/I 199

Tanggal : 17 Pebruarni 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN

N I OT et e e e eeer e e

cidasarkan Peratuzon Pemeninta Nomor 3 Lo Takea P bembaran Negara

cptb ik Indenesi Takien 1990 Nomop 350 Tambohen Do caNcvara Repubih

sdonesin Nomer 3422) dan Peraturan Mentesio Keschaten . Repubhik Indonesia

CMOT L MENKESPER A9 Kepada s

HE U . T T i U

Jmpat dan l:m-__'-i;:li Liher ] = ... e
b

ulusan

enkan Rewenangan untek mehikukan pekenaaa sehazapApoleken
1 B s marne STTTRRUITRNR EPAN W L | R
Pada tinggivk
Kepala Biro Kepepawainn
Sexretarint Jendernd DEPRES

\”H \\\ LLt';‘J|L!.| \-lh,

svhbor st Jonderal POM
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Perpustakaan Unik

LAMPIRAN V] PERATURAN MENTERI KESEHATAN R
NOMOR D ISSNENKES/PER/IZ1995
TANGGAL L 17 Pebreari 1995

1
Foeso honir pengangRatan «
s TS N FN ] .-\pa\!ul-\c"r
Goseri oy Swasl/BUMN
Yang Terhormat,
Mecerniert Keschatan Republik Indones:
D: . JAKARTA
Dengcan hormat,
Berdasarkan Peraturan Pemerninlih Somnes 21 Tahun (1990 (Lembaian

Nepars Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 34225 dan Peraturan Meatert Keschatiun

Repubhik Indenesia Nomor ... ANENKESPERA /19 dengan inn:

B s T e

Tome et tanggal lahir | : R rvrr, ]| FESTEUOONOOUOR

buio o e PP
LANZEA L

Pada prinsipnya kami dapul menvetoyui mengingat sarana/lokasi yang
dimohon memenuhi persyaratan schages tempat pelaksanaan masa baku
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sesual dengan ketentusn vang berlaku.

Demixian dan terima kasth atas perhatiannya,

__-&KL‘[‘JI:I Kantor ‘;\'il:l'\';lh DEPKES

Proppesy
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Perpustakaan Unik

‘Lampian VII Peraturan Menteri Keschatan R1
Nomor - IB4/MENKES/PER/IL 1wy5
Tanggal 17 Pebruan 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN SELESAl MASA BAKT]
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 (Lembais Negarn
Repubhik Indonesia Tuhun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Neyv o Fepabhik
Indonesin Nomor 3322) dan _Peraturan Menteri Keschatan “Repubinn 1o fan i

Nomor ... INNENKES/PERL L. L S dengan ini :
Nama f e R N T AN
Tempat dan tingenal LaQe @ " 0 I o N e )
lLulusan e K | o WL

Inngoolms . Y T - S :
Pangkat/jabatan N W e . et L/IN UUE | I

Dinvatakan telah scelesai masa baku sebagal
APOTERER

Dan kepada vang bersangkutan divcapkan terima kasih, serta penghargcaan atas
pasi-asanya selama melaksanakan Masa Bakt.

Dikcluarkan Di:J A K AR TA
Pada tanggal ,
Kepala Biro Kepegawann
Sekretariat Jenderal DEPRES
TEMBUSAN Kepada Yih,

Direktur Jenderad Pengaswasan Obad
dan Makanan Departemen Kesehuatan
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Lampiraa Vil Peraturan Mentert Kesehatan R

Nopny

Tareeal

—_— e e am

CISEMENKES PER-IT'I99S

17 Pebruan 1993

KANTOR WILAYAR DEPARTEMEN KESEHATAN RI

PROI'INSI

VISUM APOTERER

Nomor

¥

Kepaia Kantar Wikayah Depastcmen Kesehatin RE Prapins

Moengingai -

I Undang-undane Nocaor 253 Tahea 1992 Tangeal 17 September 1992

Keschatan .

Maga Bukt dan Iz Kerpny Apoteker.

')

maemibern Vsum Apoteker mepads
Ny
Tempattangend Iahir

Pomasinge hazah

...........

R a? N
Peraturan NMentent Kesehatan RENomoe @
tentzag Pelaksanaan Moo Babu dan [7zie Koo Apoicker

.....................

lL‘l".LlH';:

2 Peraturan Pemeninh Nomor 41 Tahua 1990 Fongeal 25 Avusius 1990 tentany

Tangeal ...

Perpustakaan Unik



YN 1% 21 T2 | U OO USSR UUR S

Mulai tanggal

................................................................. e
Visum ing tidak berlaku agi, bila yang bersangkutan tidak bekerja lagi ditempat
soplni teisebut diatas, o ’

P 1v...

] a.n. Kepala Kantor Wilayah Depkes Rl

l

N Propinsi ..

! 1x 6 Kepala Bidang Bimbingan Pengenduhian

! £ £ £

! Farmasivdan Makanan,

n

TEMBUSAN

I, Kepala Bire Kepegawaian Setjen Depkes Rl
2. Dirckior Jenderal POM Depkes R di Jakana
5. Kepala Balai POM . e e
Kepala Kandep Kes. }\ab/'z\od)a Datr 11 .

de
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MENTERI KESEHATAN  ~
REPUBLIK INDONESIA -

KEPUTUSAN MENTERI KESEMATAN REPUBLIK INDONESIA
' Nomor : 1332/MENKES/SIK/X/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK -

MENTERI KESEHATAN REPUBLIIKC INDONESIA

¥enimbang : ‘2. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum pada
* Peraturan Menteri Keschatan Nomor., 922/Menkes/SK/X/1990
tentang ketentwan dan Tata cara Pemberian [jin Apotik sudah
tidak sesuvai lagi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan
magyaralcat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah;

b.  bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
922/MENKES/SK/X/1993 tentang Ketentuan .dan Tata Cara
Pemberian Izin Apotik.

Moengingat - 1. Undang-undang Obat Kesas (St.1937 No.541),

2, Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang'Keseh?‘.an‘(Lcmbamn
Negara Tahun 1992 No.100, Tambaban Lembaran Negara
No.3495Y;

¢ 3. Undang-undang "'No.S Tabun 1997 tentang Psikolropika
(Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran

Negara No.3671);

4, Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara +
No0.3698); :

5. Undang ~ undang .Nomor 522 Tahun 1999, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor. 60 Tahun 1999,. Tambahan
Lembaran Negara Noior. 378); -

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor, 72 Tahun 1999 Tambahan »
Lembaran Negara Nomor. 3848);



Menetaplan

10.

M

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotik
(Lembaran Negara RI Nomor. 40 tahun 1980, Tambahan
Lembaran Negara Nomor. 3169);

Peratiran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Keschatan.(Lembaran Negara RI Nomor. 49 Tahun 1996,
Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637);

Peraturan Pemerintalh Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor,
138 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomeor. 3781);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54
tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 Tahun
2000). :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTLERI KESEHATAN TENTANG
PERUBAMAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR. 922/MENKES/SK/X/1993 TENTANG KETENTUAN
DANTATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK.

1

BAD I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perpustakaan Unik

Mengubah beberapa ketentuan dalam pasal 1, 3,4, 7,9, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan 33
ayat (2 ), sehingga berbunyi sebagai berikut :

l.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan
penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apotrker adalah Sarjana Farmasi yang tclah lulus dan telah mengurapkan sumpab
abatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sehagai Apoteker.



Perpustakaan Unik

MENTER] KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada
Apoteker atau . Apoteker bekerjasama dengan pemilik  sarana  untuk
menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.

d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat [zin Apotik
(SIA).

e. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotil disamping Apoteker
Pengelola Apotik dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka
Apotile. <

f. . Apoteker Penggantiadalaly Apoteker yang menggantilkan Apoteker pengelola Apotik
selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga)
bulan secara terus ~ menerus, telah memiliki Surat Ijin Kcrja dan tidak bertindak
sebagai Apoleker Pengelola-Apotik di Apotik lain.

g. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;

h. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada
Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obar Dbagi
penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat , obat asli Indonesia, alat kesehatan dan
kosmetika. :

j.  Alat Keschatan adalah Instrumen Aparatus , mesin, implan yang tidak mengandung
obat yang digunakan untux -mencegal, mendiagnosis, menyembuhkan dan
meringankan penyakit, merawat orang ' sakit serla pemulihan kesehatan pada
manusia, dan atau untuk-membentuk strulctur dan meniperbaiki fungsi tubuh,

k. Perbekalan kesehatan adalal semua bahan cdan peralatan yang diperlukan untuk
menyelenggarakan upaya keschatan.

l.  Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk
melaksanakan penpelolaan Apotik.

m. Menteri adalah Menteri yang bertanggung Jawab dibldang kesehatan.

Pasal. 3

(1) Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapat dinyatakan sebagai petaksanaan
Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang bersangkutan;

(2) Daerah-daerah tertentu dimaksud dalam ayét (1) ditetapkan oleh Menteri .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. DPasal 4

(1) Izin Apotik diberikan oleh Menteri;

(2) }enteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotik kepada Wepala Dinas

)

Kesehatan Kabupaten / Kota;

Kepala Dinas Kesehatan deupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian
izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin-apotik sekali setahun
kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi;

4, Pasal 7

(1)

(2)

()

4)

5

(6)

7

Permohonan Izin Apotik diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupatew/Kota
dengan.menggunakan contoh Formulir Modf'l APT-1;

Dengan menggunakan Formulit APT-2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
selambat-lambatnya 6 (enam ) hari kerja setelah menerima permohonan dapat
meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untul melakukan pemeriksaan
setempat terhadap kesiapan apotik untuk melakukan kegiatan;

Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya
6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten '/ Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan
contoh Formulic APT-3;

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak
dilaksarakan, Apoteker Pemohon dapat membuat-surat-pernyataan siap melakukan
kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sctempat dengan
ternbusan kepada Kepala Dinas Propinsi déngan menggunakan contoh Formulir
Model APT-4;

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil
pemerilksaan sebagatmana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud ayat (4)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat [zin Apotik
dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-5;

Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota alau Kepala
Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas
Kesehatan * Kabupaten/Kota setempat dalam  waktu 12(dua belas) hari kerja
mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model

APT.6;

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat {6), Apotcker diberi
kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatiya
dalam jangka walktlu 1 {satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.

Perpustakaan Unik
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Terhadap permohonan jzin apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud
pasal 5 dan atau pasal 6 , atau lokasi Apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/I(ota setempat dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan clisertai dengan
alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh Formulir Model APT- 7.

Pasal 12

(1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan. menyerahkan Sediaan
Farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin;

(2) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang
digrnakan, harus-dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara
lain vang ditetapkan olely Menteri . -

Pasal 19.

(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan lugasnya pada jam buka
Apotik, Apotcker Pengelola Apotik harus menunjuk Apoteker pendamping.;

(2) Apabila Apoteker Pengelola Apotile dan Apoteker Pendamping larena hal-hal
tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotik menunjuk
Apoteker Pengganti;

(3) Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten /Kota.dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi setempat dengan menggunakan conteh Formulir Model APT.9;

(4) Apoteker Pedamping. dan ~Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan
dimaksud dalam Pasal 5;

(5) Apabila Apoteker Pengelola Apetik berhalangan melakukan 1ugasn>{d§iebil1 dari 2
(dua) tahun secara terus menerus, Surat Jzin Apotik atas nama Apoteker
bersangkutan dicabut.

Pasal 24

(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia, dalam jangka waktu dua kali
dua puluh empat jam, ahli waris Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan
kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

(2) Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat Apoteker pendamping, pada pelaporan
dimaksud ayat (1) wajib disertai penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat
keras dan kunci tempal penyimpanan narkolika dan psikotropika;

Perpustakaan Unik
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat Berita Acara Serah Terima
sebagaimana® dimaksud Pasal 23 ayat (2) dengan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan contoh formulir Model APT, |1,
dengan tembusan Kepala Balai POM selempat.

9. Pasal 25

(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ICota dapat mencabut surat izin apotik apabila :

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau;

b. Apcteker tidalc memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat
(2) dan atau; o

¢ Apoteker Pengelola Apotik-terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayal (5)
dan atau;

d. Terjadi pelanggaran terhadap Kketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagairhiana dimalksud dalam Pasal 31 dan atau;

¢. Surat Izin Ketja Apoteker Pengelola Apotil dicabut dan atau;

f. Pemilil sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di
bidang obat, dan atau; |

g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6 .

(2) Kepala Dinas Keschatan Kabupaten/I(ota sebelum melakukan pencabutan
sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepaia Balai POM setempat.

10. Vasal 26

(1) Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
(g) dilakukan setelah dikeluarkan

it Peringatan secara tertulis kepada Apoteler Pengelola Apotik sebanyak 3 (liga)
kali berturut-turut dengan tenggang walu-masing-masing 2(du) bulan dengan
menggunakan contoh Forinulir Model - APT-12,

b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6(enam} bulan
sejak dikeluarkannya penclapan pembekuan kegiatan Apotik dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-13.

(2) Pembekuan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat
dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan
sesuai dengan ketentuan, dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir
Mode! APT-14,;

(3) Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam ayal (2) dilakukan setelah menerima laporan
pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
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Pasal 27

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik-oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir
Model APT-15. dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas
Kesehatan Propinsi setemipat serta Kepala Balai POM setempat .

Pasal 29

Pengamanan dimaksud Pasal 28 wajib mengikuti tata cara sebagai berikut :

& Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, Psikotropika, obat
keras tertentu dan obattainnya serfa scluruh.resep yang tersedia di Apotik;

b. Narkotika, Psikotropila dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan
terlcunci;

c. Apoteker Pengelola Apotil wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Kesehatan - Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan. disertai laporan
inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a). ‘

Pasal 30

(1) Pembinaan terhadap apotik dilaksznakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai
dengan Daerah, atas petunjuk teknis Menteri;

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Apotik sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan oleh Deparlemen Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Badan POM;

(3) Tata cara pemeriksaan menggunakan contoh Formutir Model APT-16.

. Pasal 31

Pelanggaran terhadap Undang-undang obal keras Nomor. Si. 1937 No. 541, Undang-
undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No, 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Nackotika, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

. Pasal- 33 (2)

Apotik yang telah memiliki izin apotik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No,m,f),"'
922/Menkes/Per/X/1993 tentang Pemberian Izin Apotik dianggap telah wemiliki ijin
berdasarkan Keputusan Menteri Keschatan

Perpustakaan Unik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIX INDONESIA

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, miemerintalikan pengundangan peraturan ini dengan

penempatannya dan Berita Negara Republilk Indonesia.

Diletapkan di  JAKARTA
pada tanggal

29 Qltober 2002,
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FORM. APT- perpustakaan Unik

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR v DIIAMENKES/SKIX/2002
TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN JZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ..o e

Nahor 1 e

Lampiren .

Periho! : Pernolionan lzin Apotik
Kepada Yih; .
Kepala Dinas Keschiatan “Propinsi
di -

Schubungen dengan surst permohonen dari Apoteker ..... R W NOMOL, (oo, rerig. B eeeenee U -117.7.7.) perihal

permolionan izin' Apotik, nwka dengun-ini koni lugoskun Saudara segern melaksanakon pemeriksaan terhadap permohonan Apotik

di almal L. o hasil petaksinann pemeriksaan tersebul sepayn disampaikan kepada kami

dalany bentuk Berita Acara { Form APT-3) selambat-lambatnya dalan wakfu & (enam) hari kerja sejnk surat ini diterima.

Demikianlah unuk dilaksanaknn sebagaimana mestinyn,
Kepaln Dinas Kesehatlan Kabupaten / Kota

Tembusan Kepadn Yili ;

1. Mentesi Kesehatan RI di Jakarta
2. Arsip.



Y

H)

Perpustakaan Unik

FORM. APT-3

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTLERI KESEHATAN

NOMOR 1332/MENICES/SK/X/2002.
TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN APOTIK.

Pada hri ini

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK

tanggal kami yang

bertanda tangan dibawah ini :

Berdasarkan sural tugas daef [Kepila Dinas Kesehatan Kabupaten / ota
tanggal

Nama
Fangkat
Jabatan

NIP

Nama
Pangkat
Jabatan
NiP

tahun

Mama Apotik

Alamat

Kecamatan ;
Kabupaten/Kotamadya
Propinsi ;

.................................................
.................................................

.................................................
-------------------------------------------------
.................................................

Nomor
telah melalukan pemeriksaan setempat terhadap

HASIL PEMERIKSAAN

NO

PERINCIAN

PERSYARATAN KENYATAAN | PENILATAN

TMS MS

BANGUNAN

1. Sarana Apotik

Sarana Apotik dapal
didirikan pada lokasi
yang - sama_dengan

kegiatan _pelayanan
dan komoditi
lainnya diluar

sediaan farmasi.




Perpustakaan Unik

2. Bangunan Apotik sckurang-
kurangnya memiliki ruang-
an khusus untuk

a, Ruang peracikan dan
penycrahan resep.

b:” Ruangan Administrasi
dan kamar kerja
apoteker.

c. WC

3. Kelengkapan bangunan
calon Apotik :
a.  Sumber air

b. Pencrangan

¢, Alal pemadam kebaka —
Ran.

d.o Ventilasi

¢. Sanitasi

4. Papan Nama",

-ada |

sesuai kebutuhan
- ada '

sesuai kebutuhan

- ada
sesuai kebutuhan

hitrus memenuhi per
syaratan keschatan.

Harus cukup terang
sehingga dapat men-

jamin, pelaksanaan
tugas dan fungsi
apotik.

IHarus berfingsi

dengan baik
sckurang-kurangnya
dua buah.

Yang = baik  scria’

memenuhi persyara-
tan Hygiene lainnya.

Harus Dbaik  seita
memenuhi persyara
—tan Hygiene
lainnya

Berukuran minimal
Panjang : 60 cin
Lebar 140 cm

Dengan tulisan
- Hitam diatas dasar

putih,
- Tinggi hurul mini-
mal :5em

Tebal :5cm

- Sumr / PAMY -
sumur Pompa
dil

- PLN / penerator

- Petromak dil

- Jendela ..... kh
- Vaptilasi ... bh

- Saluran pembu -
angan limbah :
ada f tidak

- bak-bak/tempat
pembuangan
sampah,

Ada/ tidak

Berukuran
Panjang.... Cm
Lebar ...... cm

Dengan tulisan ...




PERLENGKAPAN :

1. Alat pembuatanpengolahan
dan peracikan.

a. Timbangan milligram
dengan anak timbangan
yang sudah ditera.

b. Timbangan Gram dengan
anak timbangan yang -
sudah ditera

c. Perlengkapan lain discsuai
kan dengan kebuluhan.

2. Perlengkapan dan alat per--
bekalan Farmasi ;

a. Lemari dan Rak untuk pe
nyimpanan obat

b. Lemari Pendingin
c. Lemari untuk penyimpa-
nan narkotika dan psika-
tropika. ‘
3. Wadah Pengemas dan Pem-

bungkus.
a. Etiket

b. Wadah pengemas dan -
pembungkus untuk penye
rahan obat,

4. Alat Administrasi

a. Blapke pesanan obat
b. Blanko Kartu stok obat
¢. Blanko salinan resep

d. Bianko faktur dan Blanko
nota penjualan,

- minimal | set

- minimal | set

- ndda dengan jumlah
scsuai kebutahan

=minimal 1 buah

- ada dengan jumlah
s2suai kebutuban

- ada dengan jumiah
sesuai kebuluhan

- ada dengan jumlah
sesuai keblituhan

- ada denpan junlah
.sesudi kebituhin

~ ada dengan junilah
sesuai kebutuhan

--ada dengan jumlah
sesuai kebutuhan

- ada dengan jumlih
sesuai kebutuhan

- ada / tidal

- ada/tidak

- ada / tidak

- nclaftickak

- ada /tidak
.............. bual

-ada / tidak
. buah

- ada / tidak
.............. buah

Perpustakaan Unik
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e. Buku pencatatan Narkoti -
ka.

f. Buku pesanan obat Narkoti -
ka.

g. Form laporan obat Narkoti -
ka.

5.1. Buku Stendar yang diwa -
jibkan.

2. Kumpulan peraturan per -
undang-undangan yang
berhubungan dgn Apotik.

m
TENAGA KESEHATAN. |
1. Apoteker Pengelola Apolik
2. Apoteker Pendamping

3. Asisten Apotcker.

- ada dengan jumlah
sesuai kebutuhan

- ada dengan jumlah
sesuai kebutuhan

- ada dengan jumlah
sesual kebutuhan
Farmakope Indonesia

Edisi terbaru ! bual

- ada dengan jumlah
sestiai kebutulan,

- Ada

- ada / tidak

- ada / tidak

- ada / lidak

............... orang
............... orang

....... eaee... OTANE

.

Demikiamiah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh langgung jawab Berita Acara dibuat
dalam rangkap 3{tiga) dan diknun kepada-:

. Kepada Dinas Kesehatan Propinsi
2. Pemohon satu rangkap
3. Satu rangkap arsip

Mengetabui Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ......co.ove e

..........................................

yang membuat bcrlta acara ini,

NP, - - T

Perpustakaan Unik
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER] KESEMATAN IR Vkl%
Perpustak-aan Unik

NOMOR : 1I32UMENKES/SKIXR002.

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN [ZIN ARPQTIX

Mamor H Vo e e
Lanpiran :
Perihal ¢ Pernyatann siap mebiskukan

Kegiatan ,

Kupads Yth
Kepala Dinas Keschatan Kabupaten / Kota

di -
..“ - - Y
Menunjuk Surat Permohonnn kami Nomor @ .ooooiieeiiiicenn, [HE T TR cdlan menunjuk ketentusn Keputusan Menteri
Keschatan Momor . 1332/MENKES/SKIX/2002 Pusal 7 nyat (4) dan (8), dengon ini kami dapockan bahwa Apolik .....oieen. yang
beralumyil ¢li Jalin o e o Keenmatan o e Kabpaten iclah siap untuk

melaksnnakan kepiatan ,

Demikianlah untuk dikelahui dan atns perlvittinnnya diveapkan terima kasilr

Apoleker Pengelola Apotik,

Tenibusan Kepada Yl ;

1. Menteri Kesehaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propingi .......oooeiiienns .



Perpustakaan Unik

FORM, APT - &,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KESEMATAN

NOMOR ! 1332AENKES/SKIN/2002
TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APQTIK
SURAT IZIN APQTIK
NOMOE . v

KEPALA DINAS KESEIATAN KABUPATEN/ KOTA.

MEMBACA : Surat PErmBliOAN i e e tanggal
.................................. .. tentang persalionan untuk niemperoleh izin Apotik

MENIMBANG - : baliwn pemohon el memenuhi persyaratan yang telah ditetapkon dan permohonan dapat disetujui, oleh
knrena ita menganggnp perlu menetepkan dengan suats Surat Keputusan ,

Mengingat 1. Undang-undong Obat Kerns { St 1937 No, 541 )5

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tendang Kesehalan ( Lembaran Negarn Tahun 1992
HNo. 100, Taumbahon Lembaran Negora No. 3495); |

3. Undang-undang Nemor 5 tahun 1997 teatang Psikotropika { Lembaran Negara Tahun 1997
No. [0, Tombahan Lembaran Negara No. 3671 ) 5 ‘

4, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika ( Lemburan Negara Tahun 1997 No,
67, Tambahan Lembaran Negara No. 1698 ) ;

5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tenlang Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara'
Tahun 1999 No, 60, Tambalan Lembaran Negara No. 378 )

6.  Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinlah
Pusat dan Dacrah { Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan
Lembaran Negara Nomor. 3848 %

7. Peraluran Pemerinteh Nomar 25 fahun 1980 tentang Perubahaa atas Peratutan Pemerintah
Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; {Lcmbaras Negara Republik Indonesia Tahen 1980
Nomor, 40, Tambahan Lembaran Negora Nomor, 3169);

8, Persturn Pemerintah Nomor 32 Ghan 1996 tentang Teniga Kesehatan (Lembaran Negara RI
Nomor. 49 tnhun 1996, Tambulian Lembarun Negara Nomaor, 3637 )

9. Peraturan Pemerintali Nomer 72 tahun §998 tentang Penpamanan Sedinan Farmasi dan Alat
Keschntnn (Lembaran Negira Nomer, 138 tihun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor,
3781 );

10. Peraturan Pemeriniah Nomor 25 tahun 2000 1entang Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah
Otonomi, (Lembaran Megara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor,
3952 talun 2000 ¥ i

11, Keputusan Menteri Kesehalan Republik Indooesin Nomaor 1332/Menkes/SK.'X/2002 tentang
Perubahan ntns Peraturan Menleri Kesehnatan Mo. 922/Menkes/Per/X/1993 teatang Ketentuan
dan Tata cnra Pemberinn izin npotik, Jo. Peraturan  Menteri Kesehatan RI- Nu.
922/Menkes/Per/Xf1993 tenlang Ketentuan don Tata cara Pemberian izin Apolik,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Periama : Memberi izin Apatik kepada @
Nama L e e
Alamal PN
Surst [jin Kerjn Momor R, Tyl oo

Nama Apotik P PP
Alnnint Apotik L teereei e ittt n ey
Kecamatan . eteran e e
Knh\\pnlcniKolnmcly:\ P
Propinsi T B R TRTR
Dengni menggunnkun sarani H Milik Scur‘.‘li:i  Milik Pibuk [niu .

Namu Pemilik snrana T e e e e e



FORM. APT. - 10
LAMPIRAN KEFUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1332/MENKES/SK/A/2002
TENTANQ : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN 1ZIN APOTIK

BERITA ACARA SERAL TERIMA PERALIHAN TANGGUNG JAWAD
PELAYANAN KEFARMASIAN,

Padahariinl .o.eninenienn. tanggal L e bulan S tahun e, Scsuai dengan Keputusan Menteri Kesehotan
Nomor, 1332/MENKES/SK/X.2002 tentang ketentuan dan Tata carn peinberian lzin Apotik, Kami yang bertanda tangan dibawsh ini

A, Apateker Penpelola Apolik yang lama : "

Nema
Nomor SIK
Alamatl
Nama Apotik
Alanint Apotik

8. Apoteker Pengelola Apoatik yang Dan/Pengpanti :

NMima
Nomor SIK H
Alamat

o Dengan di saksikan olch

Nema
Jabatan 3
Nomor SIK . ; e R | SO | i N T B .

Telal melakuken penyershan

l. Resep » rescp

Dari 1anggal .vvivvsineninnrsiiinen sampai dengan tangeal.. .- e berjumloh .., lembar
2, Obat-obat narkotiks sebagaimana tercantum dalsm dafar terlamplir, Kuncl-kunci lensark penylmpanon terdiri dori ..o Buah,
J. Obat keras tertentu / Bahan Berbalioya dan obat Ininnya sebagaimana dafltar terlamgpir.

Kunci-kunci lemari penyimpanan obat keras tertentu/bahan berbahaya dan obat lainnya terdiri ..ol buah,

4, Lain — lain yang diangpap perlu.

[
Demikianlzh Berita Acara Serah lerima ini kami bupt sesunggulingn dengan penuh lanpgung jowsb. Berinto Acara ini dibuat dalom rangkap 4

{empat) dan dikirimkan kepada :

I, Direktur Jenderal Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan 1,
2, Kepala Dinas Keselistan Propinsl v.uev-visieosss s,
3 Kepala Dinns Kesehotan Kabupaten / Kol e 0CaCaDOpaRnGD
4, Selu schagai Arsip.
Yang Menerima, Ynng Menycrahkn_n.
Apoteker Pengeloln Apotik ~ Apolcker Pengeloln Apolik yang lama
SIK. covaiees serisestonag deantasran

Perpustak

aan Unik
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